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HASIL WAWANCARA TERHADAP GURU BESAR DENGAN JUDUL 

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 

KAMIS, 26 NOVEMBER 2015 

 

Narasumber : Prof.Dr.H. Edi Warman,S.H,M.Hum 

Penulis : Alfradi Naibaho 

Kamis, 26 November 2015 melakukan wawancara dengan Prof.Dr.H. 

Edi Warman,S.H,M.Hum (Guru besar Fakultas Hukum USU Dalam Bidang 

Ilmu Kriminologi, Direktur Program Pascasarjana UMSU, Dosen S2 Dan S3 

UMSU, Dosen Pascasarjana Universiras Medan Area, Dosen Pascasarjana 

Universitas Islam Riau )  

1. Bagaimana menurut Bapak tentang Pembuktian terbalik dalam tindak pidana 

Korupsi serta apa pembuktia terbalik yang “Terbatas dan Berimbang”? 

Beliau mengatakan “Asas Pembuktian terbalik”, merupakan 

pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebenarnya  tidak 

dikenal dalam sejarah Negara-negara yang mengakui sistem hukum 

pidana pada Negara Angglo Saxon khususnya untuk korupsi, sampai sekarang 

belum pernah menemukan delik mengenai pemberlakukan pembalikan beban 

pembuktian, kecuali Didalam sistem Undang-Undang Tipikor, yang dinamakan 

pembalikan beban pembuktian  atau pembuktian terbalik hanya ada satu delik, 

yaitu masalah suap (gratifikasi).  

Jadi UU Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No 20 

tahun 2001, pembalikan beban pembuktian bukan untuk semua delik, hanya 

berlaku untuk pasal 12b dan 38 b yaitu yang berkaitan dengan delik suap. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

Menekankan apa yang dinamakan Pembuktian Terbalik dari terdakwa yang 

dikehendaki, pembuktian terbalik jauh lebih baik dilakukan dipengadilan, 

karena kesulitan untuk membuktikan  secara terbalik oleh tersangka diproses 

penyidikan dan peuntutan, menghindari adanya kolusi. 

Dalam pembalikan  beban pembuktian adannya kata-kata pemberian 

gratifikasi yang memang menjadi kewajiban dari penuntut umum untuk 

dibuktikan. Dimana perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang  No. 

20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. lebih lanjut 

menyatakan bahwa undang-undang tersebut terlalu banyak dipolitisi, terkadang 

penyidik dan penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana 

mestinya. Selain itu jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi 

maka terkadang media menggiring opini publik bahwa terdakwa benar 

melakukan tindak pidana korupsi, padahal belum tentu orang tersebut terbukti 

melakukan korupsi. 

2. Apakah pembuktian terbalik di Indonesia sudah maksimal dilakukan di dalam 

tindak pida korupsi ? 

Hal ini terjadi karena sekarang kebanyakan harta kekayaan yang 

dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan atas nama dari  pelaku 

korupsi tersebut  atau dengan kata lain para pelaku korupsi tersebut melakukan 

pencucian uang guna menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana 

korupsi, sehingga akan sulit jika harus diadakan pembuktian terbalik. Selain 

itu, pembuktian terbalik tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdakwa 

mengajukan pembuktian terbalik tersebut pada saat membacakan 

pembelaannya dalam perkara dan dapat diulangi pada memori banding dan 
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kasasi  serta Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk 

memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa, sehingga terkadang ada 

beberapa hakim yang berpikiran bahwa pembuktian terbalik itu hanya 

membuang-buang waktu serta memperpanjang jangka waktu persidangan. 

3. Apa yang menjadi kelebihan dan kekuranag pembuktian terbalik jika dilihat 

dari UU No.31 Tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi ? 

kelebihan pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan 

terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan 

merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat 

membuktikan  selama penuntut umum dapat membuktikan  maka harta yang 

dimilikinya dapat disita untuk negara. Kekurangan dari pembuktian terbalik 

tersebut terlalu banyak dipolitisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik 

maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. 

Sehingga, perlu diadakan perubahan terhadap undang-undang No.  20  Tahun 

2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.  

 

Keterangan :Hasil wawancara ditulis atau disalin dari rekaman sebuah 

Telepon genggam dan dijadikan menjadi keterangan secara 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




